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Abstract

The Republic of Indonesia is a country based on law. The 1945 Constitution
stipulates that the Republic of Indonesia is a constitutional state (rechstsaat)
as evidenced by the provisions in the Preamble, Body, and Elucidation of the
1945 Constitution. The idea of a rule of law, related to the concept of the rule
of law in English terms, was developed by A.V. Dicey. Three important
characteristics of every state of law or what he called the rule of law by A.V.
Dicey, namely: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due
process of law. The Indonesian Criminal Code, in its principal punishment,
lists the death penalty in the first place. The death penalty in Indonesia is a
legacy of the Dutch colonial era, which still exists today. While the practice of
the death penalty is still enforced in Indonesia, the Netherlands has
abolished the practice of capital punishment since 1870 except for military
crimes. The aim of the research is to know the existence and position of
clemency in the perspective of criminal law in general First Outcome
Clemency is not a legal remedy. Although clemency can change a person's
sentencing status, clemency is seen as a prerogative that belongs only to the
President. Legal remedies are only those mentioned in the Criminal
Procedure Code. Second, clemency is the President's authority to provide
pardon in the form of a reduction in the crime, the replacement of the type of
crime to a lighter one, or the abolition of the implementation of the crime. In
granting clemency, the president takes into account the considerations of the
Supreme Court. Third, the existence of clemency in the perspective of
criminal law. Clemency as a citizen's right The applicant who applies for
clemency is not a convict but as a citizen who has the right to ask forgiveness
for his mistakes to the President as the leader of the State.
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Abstrak

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.
Undang-undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik
Indonesia itu suatu negara hukum (rechstsaat) dibuktikan dari ketentuan
dalam Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan Undang-undang Dasar
1945. Ide negara hukum, terkait dengan konsep the rule of law dalam
istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey. Tiga ciri penting setiap
negara hukum atau yang disebutnya dengan istilah the rule of law oleh A.V.
Dicey, yaitu: 1) supremacy of law; 2) equality before the law; 3) due
process of law. KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan
pidana mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan
warisan kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara
praktik pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah
menghapus praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan
militer. Tujuan Penleitian Mengetahui eksistensi dan kedudukan grasi
dalam perspektif hukum pidana secara umum. Hasil Pertama Grasi bukan
merupakan upaya hukum. Meskipun grasi dapat merubah status hukuman
seseorang, grasi dipandang sebagai hak prerogatif yang hanya ada di
tangan Presiden. Upaya hukum hanya yang disebutkan di dalam KUHAP.
Kedua Grasi adalah kewenangan Presiden untuk memberikan ampunan
berupa pengurangan pidana, penggantian jenis pidana menjadi pidana
yang lebih ringan, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Dalam
memberikan grasi, presiden memperhatikan pertimbangan dari
Mahkamah Agung. Ketiga Eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana.
Grasi sebagai hak warga Negara Pemohon yang mengajukan grasi tidak
sebagai terpidana melainkan sebagai warga negara yang berhak meminta
ampun atas kesalahannya kepada Presiden sebagai pemimpin Negara.

Kata Kunci: Pidana dan Eksistensi Grasi
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PENDAHULUAN

Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar
1945 sering dikatakan menganut sistem presidensiil, Akan tetapi sifatnya
tidak murni, karena bercampur baur dengan elemen-elemen sistem
parlementer. Namun dengan empat perubahan pertama Undang-undang
Dasar 1945, khususnya dengan diadopsinya sistem pemilihan presiden
secara langsung, dan dilakukannya perubahan struktural maupun
fungsional terhadap kelembagaan MPR, maka sistem pemerintahannya
menjadi makin tegas menjadi sistem pemerintahan presidensiil murnil.
Dalam sistem presidensiil yang murni, tidak perlu lagi dipersoalkan
mengenai pembedaan atau pemisahan antara fungsi kepala negara dan
kepala pemerintahan, karena dalam pemerintahan presidensiil murni
cukup memiliki presiden dan wakil presiden saja tanpa mempersoalkan
kapan ia berfungsi sebagai kepala negara dan kapan sebagai kepala
pemerintahan.

Di negara dengan tingkat keanekaragaman penduduknya yang luas
seperti Indonesia, sistem presidensiil ini efektif untuk menjamin sistem
pemerintahan yang kuat dan efektif. Namun seringkali, karena kuatnya
otoritas yang dimilikinya, timbul persoalan berkenaan dengan dinamika
demokrasi?. Oleh karena itu, dalam perubahan Undang-undang Dasar
1945, kelemahan sistem presidensiil seperti kecenderungan terlalu
kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden,
diusahakan untuk dibatasi. Misalnya, Pasal 14 ayat (1) Amandemen

Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Presiden memberi

1 Jimly Ashiddiqe, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Jakarta, Sekjen dan Kepaniteraan
Mahkamah Konstitusi RI, 20006, hlm.161
2 Ibid, him.164
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grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA”. Hal ini
bertujuan agar hak preogratif presiden dibatasi dan tidak lagi bersifat
mutlak.

Wacana pelaksanaan dan penerapan pidana mati berkembang pada
beberapa tahun lalu. Dengan kata lain soal pidana mati justru populer di
masa desakan perubahan sistem peradilan. Pada periode ini beberapa
ketentuan hukum baru justru mencantumkan pidana mati sebagai
ancaman hukuman maksimal. Misalnya pada Undang-undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia, ataupun Undang-
undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, dan masih ada peraturan perundang-undangan lainnya.

KUHP Indonesia, dalam pidana pokoknya mencantumkan pidana
mati dalam urutan pertama. Pidana mati di Indonesia merupakan warisan
kolonial Belanda, yang sampai saat ini masih tetap ada. Sementara praktik
pidana mati masih diberlakukan di Indonesia, Belanda telah menghapus
praktik pidana mati sejak tahun 1870 kecuali untuk kejahatan militer.
Kemudian pada tanggal 17 Febuari 1983, pidana mati dihapuskan untuk
semua kejahatan3. Tentu saja hal ini merupakan hal yang sangat menarik.
Karena pada saat diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordansi, di
negara asalnya Belanda ancaman pidana mati sudah dihapuskan.

Hasil sejumlah studi tentang kejahatan tidak menunjukkan adanya
korelasi antara hukuman mati dengan berkurangnya tingkat kejahatan.
Beberapa studi menunjukkan, mereka yang telah dipidana karena
pembunuhan (juga yang berencana) lazimnya tidak melakukan kekerasan

di penjara. Begitu pula setelah ke luar penjara mereka tidak lagi

3 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP Belanda dan
Padanannya dalam KUHP Indonesia, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2003, hlm.459
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melakukan kekerasan atau kejahatan yang sama. Sebaliknya sejumlah ahli

mengkritik, suatu perspektif hukum tidak dapat menjangkau hukum

kerumitan kasus-kasus kejahatan dengan kekerasan di mana korban

bekerjasama dengan pelaku kejahatan, di mana individu adalah korban

maupun pelaku kejahatan, dan dimana orang yang kelihatannya adalah

korban dalam kenyataan adalah pelaku kejahatan*.

(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

Mereka yang pro-hukuman mati berpendapat:

Hukuman mati merupakan pidana tepat bagi pelaku pembunuhan
(berencana) dan percaya pandangan retribution, atonement or
vengeance, yang memiliki sifat khusus yang menakutkan;

Pidana mati masih tercantum dalam sejumlah perundang-undangan;
Hukuman mati lebih ekonomis daripada hukuman seumur hidup.
Mereka yang tidak setuju pidana mati berpendapat:

Ancaman pidana mati secara historis tidak bersumber pada
pancasila, karena KUHP kita warisan Belanda, bahkan Belanda
sendiri termasuk salah satu negara yang telah menghapuskan
hukuman mati;

Hukuman mati (pada dasarnya pembunuhan berencana juga)
merupakan sesuatu yang amat berbahaya bila yang bersangkutan
tidak bersalah. Tidaklah mungkin diadakan suatu perbaikan apapun
bila orang sudah dipidana mati;

Mereka yang menentang hukuman mati menghargai nilai pribadi,

martabat kemanusiaan umumnya dan menghargai suatu pendekatan

4 Thomas Sunaryo, Hukuman Mati, Pelanggaran HAM dan Reformasi, Kompas, 25 Febuari
2003, him.1
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ilmiah untuk memahami motif-motif yang mendasari setiap tingkah

laku manusia®.

Dengan segala pro dan kontra atas penerapan pidana mati di
Indonesia, jenis pidana ini masih tetap diterapkan bahkan tercantum
dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Indonesia. Bila dihubungkan dengan
terpidana mati itu sendiri, terpidana mati berhak mengajukan upaya
hukum, baik melalui penasihat hukumnya, keluarganya, atau dirinya
sendiri. Upaya hukum itu mencakup banding, kasasi, dan peninjauan
kembali. Selain itu, baik melalui dirinya sendiri, keluarga, atau kuasa
hukumnya, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada
presiden.

Kewenangan Presiden memberikn grasi terkait dengan hukum
pidana dalam arti subyektif. Hukum pidana subyektif membahas mengenai
hak negar untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana. Hak negara yang
demikian ini merupakan hak negara yang besar, sehingga perlu dicari
dasar pijakannya melalui teori pemidanaan. Oleh karena itu, Presiden
dalam memberikan grasi harus didasarkan pada teori pemidanaan.

Masalah grasi mulai banyak diperbincangkan akhir-akhir ini, sejak
pertengahan 2003 lalu presiden Megawati Soekarnoputri menolak
permohonan grasi enam terpidana mati. Mereka adalah lima orang terlibat
pembunuhan, dan satu orang dalam kasus narkoba®. Pemberian grasi pada
masa Orde Baru bukan suatu hal yang baru. Grasi berupa perubahan
status terpidana mati menjadi seumur hidup, pernah diberikan kepada
Soebandrio dan Omar Dhani. Demikian pula terhadap sembilan terpidana

lain (1980), setelah itu, tidak kurang dari 101 permohonan grasi diberikan

5 Ibid
6 www.pikiran rakyat.com/cetak/0203/10/1514.htm (Dikunjungi 1 April 2004)
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oleh presiden Soeharto’. Tentu saja hal ini bukanlah jumlah yang sedikit,

mengingat kekuasaan Orde Baru telah bertengger selama 32 tahun.

METODE

Penulis dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang
bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatifs. Yaitu
penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan
atau data sekunder.

Data didapatkan dengan menggunakan bahan hukum yang berkaitan
dengan masalah grasi. Data yang diperoleh dari bahan hukum yaitu®
Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang
terdiri dari KUHP, KUHAP dan Undang- undang No.22 Tahun 2002 tentang
Grasi, Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer, doktrin, yurisprudensi, dan
azas-azas hukum.

Pada tahap selanjutnya, setelah memperoleh data dan mengolah data
tersebut, maka dilanjutkan dengan menganalisis data yang diperoleh baik
dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan membahas
permasalahannya. Dengan penganalisaan data primer dan data sekunder
secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum. Data primer dan data
sekunder yang diperoleh dari penelitian telah disusun dengan teratur dan

sistematis, kemudian dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan

7 apakabar@clark.net,Mulyana W.Kusumah, Pengampunan Politk MIM edisi 6 Agustus
1995

8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Ul Press, 1986, him.10

9 Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press,
Jakarta, 2001, hlm.13
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PEMBAHASAN
A. Kekuatan Hukum Putusan Pengadilan (Vonis)

Kekuasaan kehakiman sebagai satu kesatuan sistim, berpuncak pada
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, Mahkamah
Konstitusi tidak dikenal dalam konstitusi Negara Republik Indonesia.
Mahkamah Konstitusi baru terdapat dalam Perubahan Ketiga Undang-
undang Dasar 1945. Sebelum adanya perubahan Undang-undang Dasar
1945, kekuasan kehakiman hanya terdiri atas badan-badan peradilan yang
berpuncak pada Mahkamah agung.

Dalam lingkungan Mahkamah Agung, terdapat empat lingkup
peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan agama, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Peradilan Militer. Sebelumnya, administrasi Peradilan Umum
berada di bawah Departemen Kehakiman, administrasi Peradilan Agama
berada di bawah Departemen Agama, dan Peradilan Militer di bawah
organisasi tentara. Namun kini, keempat lingkup peradilan tersebut
berada di bawah satu atap, yaitu Mahkamah Agung. Hal ini seperti
tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) Amandemen Undang-undang Dasar
1945, yamg berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dala
lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan
militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi”. Hal senada dituangka juga dalam Pasal 2 Undang-
undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakimanl9, dan Pasal 10
ayat (2) yang lebih spesifik berbunyi: “Badan peradilan yang berada di

10 Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 08
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bawah Mahkamah Agung meliputi badan dalam lingkup Peradilan Umum,

Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara”.
Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk:

a.  Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada
tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkup peradilan yang
berada di bawah Mahkamah Agung;

b.  Sengketa kewenangan (kompetensi pengadilan);

C. Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap (inkracht);

d. Menguji Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap
Undang-undang (juditial review).

Seperti diketahui sebelumnya, permohonan grasi hanya dapat
diajukan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap (inkracht). Putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap tidak dapat dilawan dengan upaya hukum biasa,
tapi dapat dengan jalan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa
menurut KUHAP (Undang-undang No.8 Tahun 1981), terdiri dari:
perlawanan (verzet), banding, dan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar
biasa terdiri atas: kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan
kembali keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukun
tetap.

Bila diperinci lebih lanjut, putusan pengadilan dapat berupa:

1.  bebas dari segala tuntutan (vrijspraak);

2. lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsvervolging);

3.  Pemidanaan (veroordelend vonnis).

Putusan pengadilan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, pelaksanaan eksekusinya dilaksanakan oleh jaksa, dan
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pengawasannya dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan

berdasarkan Undang-undang. Dalam hal pemgajuan permohonan grasi,

tidak dapat menunda pelaksanaan pemidanaan bagi terpidana, kecuali
dalam hal putusan pidana mati.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
berupa pemidanaan dalam bentuk apapun, tidak dapat dibatalkan dan
diberikan putusan oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan
peradilan. Dengan kata lain, putusan tersebut tidak dapat diganggu gugat.
Pemberian grasi bukan dimaksudkan untuk menganulir hukum atau
membatalkan hukum. Hukum telah ditegakkan. Pemberian grasi sifatnya
hanya memberikan pengampunan, tanpa meniadakan kesalahan terpidana.
B. Pandangan Hukum Pidana tentang Eksistensi Grasi

Undang- undang tidak mengatur secara eksplisit yang merinci
mengenai alasan dari pemberian grasi. Jan Remmelink mengemukakan
alasan-alasan pemberian grasi sebagai berikut:

1.  Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti terpidana menghadapi
suatu keadaan khusus yang sangat tidak menguntungkan baginya.
Misalnya terpidana menderita penyakit tidak tersembuhkan atau
keluarganya terancam akan tercerai berai;

2. Jika setelah vonis berkekuatan hukum pasti, ternyata bahwa hakim
secara tidak layak telah tidak memberi perhatian pada keadaan, yang
bila ia ketahui sebelumnya, akan mengakibatkan penjatuhan pidana
yang jauh lebih rendah. Patut dicermati bahwa hal ini bukanlah
alasan untuk memohonkan peninjauan kembali. Terpikirkan juga
sejumlah kesalahan hakim lainnya yang tidak membuka peluang bagi

permohonan peninjauan kembali;
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Jika semenjak putusan berkekuatan hukum pasti, ternyata situasi
kemasyarakatan telah berubah total, misalnya deklarasi perihal
situasi darurat sipil karena tiadanya pangan telah dicabut atau
pandangan politik yang dulu berlaku telah mengalami perubahan
mendasar;

Jika ternyata telah terjadi kesalahan hukum yang besar.
Terbayangkan di sini putusan-putusan pengadilan terhadap para
pelaku kejahatan perang, yang di periksa dan diadili setelah perang
usai. Melalui grasi, putusan-putusan yang nyata sangat tidak adil
masih dapat diluruskanil,

Sedangkan Utrecht, menyebutkan 4 alasan pemberian grasi secara

singkat, yaitu

1.

2
3.
4

Kepentingan keluarga terpidana;

Terpidana pernah berjasa pada masyarakat;

Terpidana menderita penyakit yang tidak dapat di sembuhkan;
Terpidana berkelakuan baik selama berada di lembaga
permasyarakatan = dan  memperlihatkan  keinsyafan  atas
kesalahannyal2.

Grasi dalam hukum pidana, tidak hanya mengenai ampunan atau

pengurangan hukuman terhadap putusan hakim saja. Kita perlu melihat

grasi dari sisi lainnya, untuk mengetahui mengenai eksistensi grasi dalam

perspektif hukum pidana. Sisi-sisi lain tersebut, yakni grasi sebagai hak

warga negara, grasi mengatasi keterbatasan hukum (recovery system),

11 Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP
Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003,
hlm.587
12 E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, 1965,
him.240
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grasi sebagai dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana, dan grasi

dihubungkan dengan tujuan pemidanaan.

a.  Grasi Sebagai Hak Warga Negara

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pemberian grasi

merupakan pencabutan atau upaya meringankan sanksi yang
dijatuhkan melalui putusan pengadilan pidana. Dahulu kala,
penguasa beranjak dari kekuasaan mutlak yang dimilikinya
menganugerahkan grasi sebagai wujud kebajikan hatinya. Sekarang
kita tak lagi mengenal grasi dalam bentuk seperti itu, terutama
karena hak prerogatif (hak istemewa) telah diserahkan kepada
pemerintah dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Kepala
Negara atau dalam sistem pemerintahan presidensiil ada di tangan
presiden.

b.  Grasi Mengatasi Keterbatasan Hukum (Recovery System)

Keterbatasan dan kelemahan dalam sistem hukum, dapat

terjadi dimana saja dan pada tingkat masyarakat manapun. Negara-
negara maju seperti Amerika, meskipun tingkat kejahatan dan
kontrol terhadap aparat pelaksana hukum sangat tinggi, namun
orang masih menyadari kemungkinan terjadi kekeliruan pada subjek
orang dan penerapan hukumnya. Lebih dari pada itu, terdapat pula
pengertian bahwa sampai di suatu titik tertentu hukum mempunyai
keterbatasan internal (the limit of law). Seperti tentang adanya
kelemahan-kelemahan dalam sistim pengumpulan informasi di
lingkungan peradilan pidana yang dapat merusak kehidupan atau

masa depan seseorang.
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Hapusnya Hak Negara Untuk Menjalankan Pidana

Jan remelink memasukan grasi sebagai salah satu dari tiga
alasan gugurnya kewenangan untuk mengeksekusi pidanal3. Adami
Chazawi juga menyebutkan hal yang sama, namun ia menyebutnya
dengan istilah hapusnya hak negara untuk menjalankan pidanal#.

Dasar hapusnya hak negara menjalankan pidana yang di
tentukan dalam KUHP, ialah:

1.  Matinya terpidana ( Pasal 83)
2. Daluarsa dari eksekusi ( Pasal 84 )

Sedangkan dasar dari hapusnya hak negara menjalankan
pidana di luar KUHP adalah grasi yang diberikan oleh presiden
dengan memperhatikan  pertimbangan = Mahkamah  Agung
(Amademen Undang-undang Dasar 1945 Pasal 14. Undang-undang
No 22 tahun 2002).

Hubungan Grasi dengan Tujuan Pemidanaan

Terlepas dari hal-hal tersebut diatas, mengenai pemberian
grasi harus didasarkan pada tujuan pemidanaan, presiden baik
mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan,
haruslah disandarkan pada tujuan pemidanaan. Menurut literatur
mengenai KUHP ( Undang-undang NO 1 tahun 1946 ) dengan menilik
sistim dan susunan yang masih tidak berubah dari materi hukum
induknya (WvS Ned.) dapat dikatakan mempunyai tujuan
pemidanaan dengan aliran kompromis atau teori gabungan,

mencakup semua aspek yang ada di dalamnya.1>

13 Jan Remmelink, Op.Cit, him.583
14 Adami Chazawi, Op.Cit, hlm.168
15 Bambang Waluyo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33
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Jadi, dalam permohonan grasi ini presiden harus
mempertimbangkan masalah pembalasan juga tidak lupa
mempertimbangkan masalah mengenai perlindungan tertib hukum
masyarakat, baik mengabulkan atau menolak permohonan grasi dari
permohonan. Dalam hal ini masukan dari Mahkamah Agung sangat
diperlukan oleh presiden sebagai badan yang memang brekompeten

untuk itu, dalam pengambilan putusan oleh presiden.

KESIMPULAN

Berikut ini akan disampaikan mengenai kesimpulan dari penelitian

mengenai eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana:

1.

Grasi bukan merupakan upaya hukum. Meskipun grasi dapat
merubah status hukuman seseorang, grasi dipandang sebagai hak
prerogatif yang hanya ada di tangan Presiden. Upaya hukum hanya
yang disebutkan di dalam KUHAP.

Perbedaan grasi, amnesti, dan abolisi:

a. Grasi adalah kewenangan Presiden untuk memberikan
ampunan berupa pengurangan pidana, penggantian jenis
pidana menjadi pidana yang lebih ringan, atau penghapusan
pelaksanaan pidana. Dalam memberikan grasi, presiden
memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

b. Amnesti adalah kewenangan presiden untuk meniadakan
akibat hukum yang mengancam terhadap sesuatu perbuatan
atau kejahatan politik. Dengan pemberian amnesti, perbuatan
atau kejahatan tersebut dihapuskan atau dipandang tidak ada,

sehingga tidak berakibat hukum apapun. Dalam memberikan
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amnesti, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat
c.  Abolisi adalah kewenangan Presiden untuk menggugurkan hak
penuntut umum untuk menuntut seseorang yang sebelumnya
terhadap orang tersebut telah atau sedang dilakukan
penuntutan. Sehingga proses penuntutan dan peradilan
terhadap orang yang bersangkutan diakhiri dan tertuntut
dibebaskan. Dalam memberikan abolisi, Pesiden
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
3.  Eksistensi grasi dalam perspektif hukum pidana
a.  Grasi sebagai hak warga negara
Pemohon yang mengajukan grasi tidak sebagai terpidana
melainkan sebagai warga negara yang berhak meminta ampun
atas kesalahannya kepada Presiden sebagai pemimpin negara.
b.  Grasi sebagai hapusnya hak negara untuk menjalankan pidana
Meskipun tidak tercantum dalam KUHP, namun grasi
dapat menggugurkan hak negara untuk menjalankan pidana.
Dengan dikabulkannya grasi, maka pidana yang dijatuhkan
kepada seseorang dapat hapus, berkurang, atau berubah
jenisnya.
c.  Hubungan grasi dengan tujuan pemidanaan
Berkaitan dengan jawaban atas permohonan grasi, dalam
hal grasi dikabulkan maupun ditolak harus disandarkan pada
tujuan pemidanaan
d. Grasi bukan merupakan intervensi eksekutif
Pemberian grasi bukan merupakan campur tangan

Presiden dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif
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Presiden untuk memberikan ampunan. Grasi tidak terkait
dengan penilaian terhadap putusan hakim dan tidak dapat

menghilangkan kesalahan terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian II, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2002

Andi Hamzah, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991

Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Terbitan
Ketujuh, Jakarta, 1994

E. Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II, Universitas, Bandung,
1965

Ismail Suny, Mekanisme Demokrasi Pancasila, Aksara Baru, Jakarta, 1981

Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal dari KUHP
Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia, Gramedia Pustaka,
Jakarta, 2003

JCT. Simonangkir (et-al), Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Jimly Ashiddiqe, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sekjen dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R, Jakarta, 2006

J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Pustaka Sinar Harapan, 1996

Martiman Prodjohamidjojo, Seri Pemerataan Keadilan: Upaya Hukum,
Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

VOICE JUSTISIA

Jurnal Hukum dan Keadilan



62 Volume 6, Nomor 1, Maret 2022

Roeslan Saleh, Masalah Pidana Mati, Aksara Baru, Jakarta, 1978

Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,
Rajawali Press, Jakarta, 2001

Wirjono Prodjodikoro, Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia, Eresco,
Jakarta, 1981

Undang-Undang
Amandemen Undang-undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

RKUHPUndang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1950 tentang Grasi
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnedti dan Abolisi
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komosi Kebenaran dan
Rekonsiliasi

VOICE JUSTISIA

Jumal Hukum dan Keadilan



